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Wali Kota  Bogor 
Provinsi Jawa Barat 

 

PERATURAN WALI KOTA BOGOR 
NOMOR  39  TAHUN  2019 

 
TENTANG 

 
MAL PELAYANAN PUBLIK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALI KOTA BOGOR, 

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan 
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik dalam rangka peningkatan 

kualitas pelayanan publik secara 
berkelanjutan di Daerah Kota Bogor 
diperlukan pengelolaan pelayanan publik 
terpadu dan terintegrasi seluruh jenis 
pelayanan Kementerian/Lembaga/Pemerintah 
Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan 
Usaha Milik Daerah/swasta pada satu 
tempat/Mal Pelayanan Publik sebagai upaya 
menyelenggarakan pelayanan publik                  
yang cepat, mudah, terjangkau, aman,                    
dan nyaman; 
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b. bahwa agar pelaksanaan pelayanan publik 
terpadu dan terintegrasi pada satu 
tempat/Mal Pelayanan Publik sebagaimana 
dimaksud pada huruf a berjalan dengan tertib 

perlu menetapkan Peraturan Wali Kota 
tentang Mal Pelayanan Publik; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 
tentang Penyelenggara Negara yang Bersih 
dan Bebas dari Korupsi, Kolusi,                      
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,                
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5038); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua             
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014  
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia  Nomor 5589); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 
tentang Pelaksanaan Undang-Undang           
Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 215); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia         
ahun 2019 Nomor 42 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
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6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu 
Satu Pintu (Lembar Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 221); 

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 23 
Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Mal 
Pelayanan Publik; 

8. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7           
Tahun 2016 tentang Pembentukan                         
dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor 
(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 
Nomor 1 Seri D);   

9. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 13         
Tahun 2019 tentang Pelimpahan Kewenangan 
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan                      
di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor 
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019        
Nomor 11 Seri E); 

10. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 14            
Tahun 2019 tentang Pedoman dan Tata Cara 
Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan       
Pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan 
Terpadu Satu Pintu Bogor (Berita Daerah Kota 
Bogor Tahun 2019 Nomor 12 Seri E); 

11. Peraturan Wali Kota Bogor Nomor 21          
Tahun 2019 tentang Perubahan                           
Atas Peraturan Wali Kota Nomor 72           
Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Elektronik Dalam Perizinan dan Non Perizinan 
di Lingkungan Dinas Penanaman Modal                
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bogor 
(Berita Daerah Kota Bogor Tahun 2019           
Nomor 17 Seri E); 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG MAL 
PELAYANAN PUBLIK. 

 



 4  
  

BAB  I 
KETENTUAN  UMUM 

 

Pasal  1 
 

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah Kota adalah Kota Bogor. 

2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Bogor. 

4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu            
Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas 
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota 
Bogor. 

5. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu 
Pintu selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala 
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 
Kota Bogor. 

6. Mal Pelayanan Publik selanjutnya disingkat MPP adalah 
tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas 
penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa  
dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan 
fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah,             

serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha 
Milik Daerah/swasta  dalam rangka menyediakan pelayanan 
yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman. 

7. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan 
dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga 
negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan 
administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan 
publik. 
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8. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disebut 
Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, 
korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan 
undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan 

hokum lain yang di bentuk semata mata untuk kegiatan 
pelayanan publik. 

9. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya 
disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja 
penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan 
institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga 
independen yang dibentuk. berdasarkan undang-undang 
untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain 
yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. 

10. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan 
kegiatan pembangunan fisik dan/atau melakukan kegiatan 
usaha yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan Pemerintah 
Daerah Kota yang memiliki kewenangan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

11. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, 
fasilitas fiskal dan non fiskal, serta informasi mengenai 
penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

BAB  II 
MAKSUD  DAN  TUJUAN 

 
Pasal  2 

 
(1) Pembentukan MPP dimaksudkan untuk meningkatkan 

kualitas pelayanan publik, sehingga pelayanan publik menjadi 
semakin cepat, terjangkau, dan mudah. 

(2) Tujuan dibentuknya MPP adalah untuk: 

a. memberikan kemudahan, kecepatan, keterjangkauan, 
keamanan, dan kenyamanan kepada masyarakat       
dalam mendapatkan pelayanan; dan 

b. meningkatkan daya saing global dalam memberikan 
kemudahan berusaha di Daerah Kota. 
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BAB  III 
PENETAPAN  LOKASI 

 

Pasal  3 
 

Lokasi dan nama MPP lebih lanjut akan ditetapkan                           
dengan Keputusan Wali Kota atas usulan Kepala DPMPTSP. 

 
 

BAB  IV 

PELAKSANAAN 
 

Pasal  4 
 

(1) MPP diselenggarakan oleh DPMPTSP.  

(2) Ruang lingkup MPP meliputi seluruh pelayanan perizinan  
dan nonperizinan yang menjadi kewenangan pemerintah 
pusat dan daerah serta pelayanan Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta.  

(3) Pelaksanaan pelayanan perizinan dan nonperizinan                     
yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota                   
selain yang dilaksanakan oleh DPMPTSP ditetapkan               
dengan Keputusan Wali Kota. 

 

Pasal  5 
 

(1) DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)  
wajib mengikutsertakan pelayanan Kementerian/Lembaga/ 

Pemerintah Daerah lainnya, serta pelayanan Badan Usaha 
Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta. 

(2) Bergabungnya pelayanan yang diselenggarakan                           
oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah lainnya, 
Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik 
Daerah/swasta berdasarkan kesepakatan yang dituangkan 
dalam Nota Kesepahaman.  

(3) Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama para pihak 
dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan sumber daya, 
termasuk penggunaan ruangan dalam gedung dan sarana 
prasarana/fasilitas.  
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(4) Penggunaan dan pemanfaatan ruangan dalam gedung                    
dan sarana prasarana/fasilitas sebagaimana dimaksud                
pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan.  

 
 

BAB  V 
MEKANISME  PELAYANAN 

 

Pasal  6 
 

(1) DPMPTSP menyediakan gedung dan sarana 
prasarana/fasilitas. 

(2) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
bertanggung jawab atas pemeliharaan dan perawatan gedung 
dan sarana prasarana/fasilitas.  

(3) Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
menetapkan ketentuan dan tata tertib yang harus dipatuhi 
oleh pihakpihak yang tergabung dalam MPP.  

(4) Para pihak yang tergabung dalam MPP sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan publikasi               
kepada masyarakat pengguna layanan dalam rangka 
pemanfaatan MPP. 

(5) DMPTSP dapat membuat laporan yang memuat analisa 
terhadap pelaksanaan tata tertib sebagaimana dimaksud     

pada ayat (3). 
 

BAB  VI 
SUMBER  DAYA  MANUSIA 

 

Pasal  7 
 

(1) Pembinaan Sumber Daya Manusia Aparatur MPP dilakukan 
oleh masing-masing instansi yang memberikan pelayanan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.  

(2) Perbantuan tenaga untuk suatu pelayanan dalam MPP dapat 
dilakukan sepanjang disepakati oleh masing-masing pihak 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
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BAB  VII 
PEMBIAYAAN 

 
Pasal  8 

 
(1) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi 

pelayanan menjadi tanggung jawab masing-masing instansi 
yang tergabung dalam MPP yang dibebankan kepada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah.  

(2) Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi 
pelayanan swasta diatur sesuai dengan ketentuan                  
yang berlaku. 

 
 

BAB  VIII 
MONITORING  DAN  EVALUASI 

 
Pasal  9 

 
(1) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara berkala                   

oleh DPMPTSP.  

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris 
Daerah. 

 

 
BAB  IX 

KETENTUAN  PERALIHAN 
 

Pasal  10 

 
Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, segala bentuk perjanjian 
yang terkait dengan MPP yang dilakukan oleh para pihak sebelum 
berlakunya Peraturan Wali Kota ini dinyatakan tetap berlaku. 
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BAB  X 
KETENTUAN  PENUTUP 

 
Pasal  11 

 
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Bogor.         
 
 
 
 
 
 
 

 
Ditetapkan di Bogor 
pada tanggal 6 Agustus 2019 

       
WALI KOTA  BOGOR, 
          Ttd. 
   BIMA  ARYA 

 
Diundangkan di Bogor 
pada tanggal 6 Agustus 2019 
 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR, 

      Ttd. 

        ADE  SARIP  HIDAYAT   
BERITA DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN  2019  NOMOR  35  SERI  E 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM 
DAN HAK ASASI MANUSIA, 

                  
Ttd. 

 
AMIK HERWIDYASTUTI, S.H., M.Si. 

NIP. 19630220 1991092001 
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